
SALIN AN 

BUPATI BENGKULU UTARA 
PROVINS! BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 

NOMOR 17 TAHUN 2022 
TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN 

RENCANA STRATEGfS PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BENGKULU UTA.RA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. menindaklanjuti Keputusan Ment.eri Dalam Negeri 
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil 
Verifikasi, Validasi dan lnventarisasi Pemutakhiran 
Klasifikasi, Kodeflkasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, 
perlu dilakukan perubahan indikator sub kegiatan 
untuk selanjutnya ditambahkan dalam database 
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Bengku1u Utara tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara 
Nomor 31 Tahun 2021 ten.tang Penetapan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Tahun 2021-2026; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 
Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 
55)1 Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56}, dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk 
Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I 
Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang 
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Pereneanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 



4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
se bagaimana telah diu bah be berapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 
ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6633); 

14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 

15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 
2014 ten tang Petunjuk Teknis perjanjian Kerja, 
Pelaporan Kerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 

1 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1312); 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 
2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 228); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2006-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2008 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 
2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2016 Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu 
Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2020 Nomor 3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 
Tahun 2021 Nomor 2); 



MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 31 
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN 
BENGKULU UTARA TAHUN 2021-2026. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 31 
Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten 
Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 31} diubah, sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Benglrulu Utara. 

Ditetapkan di Arga Makmur 
pada tanggal 28 Juni 2022 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

ttd 

MIAN 

Diundangkan di Arga Makmur 
pada tanggal 28 Juni 2022 

·...._; Pih. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

ttd 

M. DODI HARDINATA 

BERITA DAERAH K.ABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 17 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

ZULKARNAIN 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196407051988031010 

Menetapkan 



PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 
NOMOR l f TAHUN 2022 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
BENGKULU UTARA NOMOR 31 TAHUN 
2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 
2021-2026. 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021-2026 

NO PERANGKAT DAERAH 
1 Dinas Pendidikan 
2 Dinas Kesehatan 
3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 
5 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 
6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
7 Dinas Sosial 
8 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 
9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

10 Dinas Ketahanan Pangan 
11 Dinas Lingkungan Hidup 
12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
15 Dinas Perhubungan 
16 Dinas Komunikasi dan Informatika 
17 Dinas Koperasi, U saha Kecil dan Menengah 
18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
19 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 
20 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 
21 Dinas Perikanan 
22 Dinas Pariwisata 
23 Dinas Tana.man Pangan, Hortikultura dan Peternakan 
24 Dinas Perkebunan 
25 Dinas Perdagangan 
26 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 

Daerah 
27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 
28 Badan Pendapatan Daerah 
29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
30 Sekretariat Daerah 
31 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
32 Inspektorat 
33 Kecamatan Kota Arga Makmur 
34 Kecamatan Arma J aya 
35 Kecamatan Air Besi 
36 Kecamatan Air Napal 
37 Kecamatan Air Padang 
38 Kecamatan Batik Nau 

LAMPIRAN 



39 Kecamatan Enggano 
40 Kecamatan Giri Mulya 
41 Kecamatan Hulu Palik 
42 Kecamatan Kerkap 
43 Kecamatan Ketahun 
44 Kecamatan Lais 
45 Kecamatan Marga Sakti Sebelat 
46 Kecamatan Napal Putih 
47 Kecamatan Padang Jaya 
48 Kecamatan Pinang Raya 
49 Kecamatan Putri Hijau 
50 Kecamatan Tanjung Agung Palik 
51 Kecamatan Ulok Kupai 
52 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 



39 Kecamatan Enggano 
40 Kecamatan Girl Mulya 
41 ' Kecamatan Hulu Palik 
42 . Kecamatan Kerkap , 

43 . Kecamatan Ketahun . 
44 . Kecamatan Lais 
45 . Kecamatan Marga Sakti Sebelat . 
46 . Keeamatan Napal Putin . 
47 . Kecamatan Padang Jaya . 
48 . Kecamatan Pinang Raya . 
49 . Kecamatan Putri Hijau 
50 . Kecamatan Tanjung Agung Patik . 
51 . Kecamatan Ulok Kupai 
52 . Bad.an Kesatuan Bangsa Dan Politik 

BUPATI BENGKULU UT� 
ttd 

MIAN 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
Setdakab. Bengkulu Utara 

ULKARNAIN 
Pembina Utama Muda (IV/c) 
NIP. 196407051988031010 
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